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BUPATI  KOTAWARINGIN TIMUR 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

NOMOR 36 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  

MENARA TELEKOMUNIKASI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 

Kotawaringin Timur tentang Tata Cara Pemungutan 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

SALINAN 
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur Nomor 255 ); 

 

 

 

 

 



3 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur  

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 250);  

9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 

Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan 

Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 20); 

10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 

Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat 

Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Timur Tahun 2019 Nomor 21). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 

TELEKOMUNIKASI.  

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

                                            Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. 

4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur. 
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6.   Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang 

selanjutnya disebut Retribusi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. 

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk 

dan diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk 

melakukan pemungutan Retribusi. 

8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat 

elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas 

yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam 

transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara 

sertifikasi elektronik. 

9. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik 

pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian 

penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 

yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik. 

10. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya di singkat OSD 

adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan 

sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.   

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, 

Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, 

Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman 

dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk 

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi 

melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 

elektromagnetik lainnya. 
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14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga 

memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 

15. Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk 

kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau 

bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi 

dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk 

kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa 

rangka dimana fungsi, desain dan konstruksinya 

disesuaikan sebagai sarana penunjangan menempatkan 

perangkat telekomunikasi. 

16. Pemilik Menara adalah Orang Pribadi dan/atau Badan 

yang memiliki menara telekomunikasi yang digunakan 

dalam penyelenggaraan telekomunikasi. 

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.  

18. Objek Retribusi Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya 

disebut Objek Retribusi, adalah pemanfaatan ruang untuk 

menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata 

ruang, keamanan dan kepentingan umum. 

19. Subjek Retribusi Menara Telekomunikasi, yang 

selanjutnya disebut Subjek Retribusi, adalah orang atau 

badan yang menikmati jasa pengendalian Menara 

Telekomunikasi. 

20. Hari adalah hari kerja. 

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, 

penentuan besarnya retribusi terutang, sampai kegiatan 

penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.  

23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
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menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 

lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Bupati. 

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kekurangan 

pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan retribusi 

lebih kecil dari jumlah retribusi terutang. 

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah penetapan retribusi lebih besar 

dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

28. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan  untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan retribusi daerah. 

 

BAB  II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan 

retribusi pengendalian menara telekomunikasi.  
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(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar 

perhitungan penerimaan retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi dapat dilakukan lebih cepat dan 

akuntabel. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup pemungutan retribusi adalah menara 

telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 4 

(1)  Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas. 

(2) Kepala Dinas berwenang melaksanakan pemungutan 

Retribusi. 

 

BAB V 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran  

Pasal 5 

(1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik 

Menara atau yang diberi kuasa dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang 

ditandatangani oleh Pemilik Menara atau yang diberi 

kuasa dengan Bahasa Indonesia ditujukan kepada 

Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai 

berikut: 

1. nama Pemilik Menara; 

2. alamat Pemilik Menara; 

3. identitas menara (site id); 

4. nama menara (nama site); 

5. alamat menara; 
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6. lokasi menara; 

7. koordinat menara (longitude dan latitude); 

8. jenis menara (monopole, tiga kaki, empat kaki); 

9. tinggi menara; 

10. tahun pembuatan/pemasangan menara; dan 

11. nomor IMB; 

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dilampiri dengan data/dokumen pendukung sebagai 

berikut: 

1. foto kopi identitas pemilik menara untuk 

perorangan dan akta pendirian badan hukum 

untuk badan; 

2. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, 

ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang 

dibubuhi materai secukupnya dari Pemilik Menara; 

dan 

3. dokumen standar baku konstruksi menara. 

 

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Formulir beserta kelengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat yang 

ditunjuk. 

 

Bagian Kedua 

Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi 

Pasal 6 

(1) Pendataan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh 

Kepala Dinas. 

(2) Dalam hal diperlukan, Kepala Dinas melaksanakan 

pendataan objek dan subjek Retribusi dengan 

mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi yang 

terkait. 

(3) Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan 

oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang 

ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas. 
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BAB VI 

 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 

Pasal 7 

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 

(satu) tahun. 

Pasal 8 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD 

oleh Kepala Dinas.  

 

BAB VII 

 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 9 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Pemungutan retribusi dilaksanakan berdasarkan SKRD 

yang diterbitkan Kepala Dinas. 

(3) Pemungutan Retribusi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun.  

(4) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VIII 

 

PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Bagian Kesatu 

Perhitungan Retribusi  

Pasal 10 

(1) Perhitungan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi dihitung berdasarkan tarif veriabel 

dengan terlebih dahulu menetapkan biaya rata-rata atau 

tarif menara per kunjungan. 

(2) Variabel yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. variabel jarak tempuh :  
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1. dalam kota (indeks 0,7); dan  

2. luar kota (indeks 1,3). 

b. variabel jenis menara :  

1. menara monopole/kamuflase (indeks 0,9); 

2. menara mandiri 3 kaki (indeks 1); dan  

3. menara mandiri 4 kaki (indeks 1,1). 

(3) Biaya rata-rata atau tarif menara per kunjungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan jumlah biaya operasional kunjungan dalam 

rangka pengendalian dan pengawasan menara dalam satu 

kunjungan dibagi dengan jumlah menara. 

(4) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun per 

menara. 

(5) Jumlah menara telekomunikasi yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan diperoleh dari data yang diberikan oleh 

pemilik menara atau dari hasil pendataan menara 

telekomunikasi tahun sebelumnya. 

(6) Jumlah hari kunjungan ke semua menara dihitung 

berdasarkan estimasi rata-rata jumlah menara yang dapat 

dikunjungi dalam 1 (satu) hari ditetapkan sebanyak 2 

(dua) menara per hari. 

(7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dihitung berdasarkan : 

a. jumlah biaya transportasi dan uang harian petugas 

pengawas yang mengacu pada keputusan Bupati 

tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

1. biaya transportasi berdasarkan rata-rata besaran 

biaya kunjungan dalam rangka pengendalian dan 

pengawasan menara dalam satu kunjungan per 

menara dengan rumus : 

Biaya transportasi = Total biaya 

kunjungan/jumlah hari kunjungan ke semua 

menara;  
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2. uang harian petugas pengawas berdasarkan rata-

rata uang harian petugas pengawas dalam rangka 

pengendalian dan pengawasan menara dalam 

satu kunjungan per menara dengan rumus: 

Uang harian = Total uang perjalanan dinas 

petugas pengawas/jumlah hari 

kunjungan/jumlah petugas pengawas; 

b. ATK selama 1 (satu) kali tahun. 

(8) Tata cara perhitungan Retribusi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.       

 

Bagian Kedua 

Pembayaran 

Pasal 11 

(1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah 

diterbitkannya SKRD. 

(3) Retribusi terutang dibayarkan di Dinas. 

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak 

diterbitkannya SKRD. 

(5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD. 

(6) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 12 

Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam 

SKRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat 

dilakukan pada  hari kerja berikutnya. 
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Bagian Ketiga 

Penagihan 

Pasal 13 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban 

pembayaran sampai dengan tanggal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Dinas 

melakukan teguran. 

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara tertulis. 

(3) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali 

sampai dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak 

tanggal diterbitkannya SKRD. 

(4) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 14 

(1) Setelah sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, 

Kepala Dinas  melakukan penagihan. 

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan menggunakan STRD.  

(3) STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas  segera setelah 

tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4) Dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat 

juga denda yang harus dibayarkan. 

(5) Denda dihitung secara bulanan dan diperhitungkan sejak 

tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(6) Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum 

dalam STRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran 

dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

(7) Bentuk dan format STRD tercantum dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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BAB IX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 15 

(1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan 

melihat kemampuan Wajib Retribusi.  

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari 

wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi 

terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD. 

(3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan 

permohonan untuk membayar secara angsuran atas 

kewajiban membayar Retribusi terutang sebagaimana 

tercantum dalam SKRD 

(4) Permohonan keringanan dipertimbangkan apabila 

Pemohon telah membayar kewajiban Retribusi 

terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari 

seluruh kewajibannya. 

(5) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. 

 

Pasal 16 

 

(1) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, 

keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi 

mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia kepada  Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD 

dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan. 

(2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

hanya atas SKRD yang telah ditetapkan. 

(3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan 

Retribusi dalam jangka waktu  paling lambat 14 (empat 

belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD. 

(4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau 

pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak 

dapat diterima. 
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(5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan 

terhadap objek Retribusi. 

(6) Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, 

Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kemampuan 

Wajib Retribusi. 

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Dinas dapat mengabulkan sebagian atau 

seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam 

Keputusan.  

(8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

mencantumkan juga alasan pengabulan atau 

penolakannya. 

 

Pasal 17 

(1) Atas permohonan pengurangan atau pembebasan 

Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk 

melaksanakan kewajiban pembayarannya. 

(2) Atas  permohonan keringanan, apabila telah disetujui 

terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda 

administrasi. 

(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar 

kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan 

keringanan. 

 

BAB X 

KURANG BAYAR 

Pasal 18 

(1) Terhadap kekurangan pembayaran retribusi akibat 

adanya ketidakbenaran atas penetapan besarnya 

retribusi, dipungut retribusi. 

(2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan dengan SKRDKB. 

(3) Pembayaran kekurangan retribusi dilaksanakan di Dinas. 

(4) Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda 

sebesar 2% (dua persen) per bulan. 
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(5) Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran 

VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB XI 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 19 

 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi 

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 

Bendahara Umum Daerah. 

(2) Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan 

permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri SKRD 

dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi. 

(3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 

permohonan diterima lengkap, Bendahara Umum Daerah 

wajib  memberikan keputusan. 

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap 

disetujui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan, SKRDLB wajib diterbitkan. 

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 

dilakukan lewat 2 (dua) bulan maka Kepala Dinas 

memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap 

bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pembayaran retribusi. 

(6) Pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga 

dilaksanakan di Dinas. 

(7) Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran 

VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

PeraturanBupati ini. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Sampit 

pada tanggal 4 Nopember 2019 

 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

     
 TTD 

 

SUPIAN HADI 

Diundangkan di Sampit  

pada tanggal 4 Nopember  2019 

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, 

 
 TTD 
 

 

HALIKINNOR 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 

37 

 
 

 
 

 


